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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Laporan Keuangan Daerah (LKD) audited yang terdiri dari  Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), 

Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) Tahun 2019 sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami.  

Laporan keuangan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Semua informasi dalam laporan keuangan ini telah dimuat secara lengkap dan 

benar. Laporan keuangan ini tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, 

dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material berdasarkan sistem pengendalian intern 

yang memadai. 
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KATA PENGANTAR 

Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik berdasarkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

38, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  

berupa laporan keuangan yang terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

3. Neraca  

4. Laporan Operasional 

5. Laporan Perubahan Ekuitas 

6. Laporan Arus Kas 

7. Catatan atas Laporan Keuangan  

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) audited Tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintahan Kota Madiun. 

LKD audited Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 menyajikan informasi  kepada para pengguna 

(stakeholder) mengenai aset, kewajiban, kekayaan bersih,  realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, 

serta posisi kas daerah Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2019.  

Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun tahun 2019 merupakan salah satu bentuk  laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada para pengguna (stakeholder) sesuai dengan amanat 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

 

WALIKOTA MADIUN 

 

Drs.H.MAIDI,SH,MM,M.Pd 
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